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ABSTRACT 
The providers of goods and services play an important role in state 
development, for every goods or services contribute in creating an enormous 
benefits and impacts  for the life of the nation. However, the process has not been 
appreciated enough by the government, particularly on the procurement of 
contracts in which they frequently don't pay the agreed amount of money for the 
goods and services. Thus, the providers filed a lawsuit to the district court where 
they happened to be put in advantage. Still, the court's decision as to pay the costs 
and damages suffered by the providers was not undertaken by the government. 
execution petition to the court has also yet to accomplish any result because 
confiscation of state's assets is prohibited according to Law no. 7 Year 2004 on 
State Treasury. 
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ABSTRAKSI 
Penyedia barang/jasa memiliki peran penting dalam pembangunan karena 
setiap barang atau jasa yang dihasilkan mampu memberi manfaat yang besar dan 
berpengaruh bagi kehidupan bangsa. Akan tetapi hal tersebut tidak diapresiasi 
dengan baik oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan kontrak pengadaan. 
Pemerintah sering tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar barang/jasa 
yang telah disanggupinya. Akibat hal tersebut penyedia barang/jasa mengajukan 
gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Namun pemerintah sering tidak 
mematuhi putusan pengadilan untuk membayar ganti rugi kepada penyedia 
barang/jasa. Upaya eksekusi yang dimohonkan ke pengadilan pun tidak 
memberikan hasil dikarenakan terdapat larangan penyitaan terhadap aset negara 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. 
Kata kunci : Perlindungan hukum penyedia barang/jasa, kontrak pengadaan 
barang/jasa pemerintah, Aset Negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI . . . HARIO WIBOWO 
